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kabwn mapgih sarcing terjsdi penabanpan tamaaoo kKelapa
vang rasih produkiif sehingga disampling dapal meru-
gikan poars petani sendiri., jusa aRan REerpengaruhil
penyedloon bual kelapa Daik untuk Kogumsi masyaraxat
maupun  aehagal bahan ke baghk Industri, untuk itu
parlu dilakukan pangandalian penebdangan dan  perema-
jaan ARCAEd herancana;

babwa untuk maksud tersabut distas, maka panganda-
Lizn penchanpgan dan peramajaan tananan kelaga perlu
ditetapkan dongan Peraturan Baarah.

Padang--undang Nosor 13 DEr Tahun 1957 LeanLansg
Maraturan Usus Retribusi Daersh Jo Usdasg-undang
Hemar 1 Tabun 1961 {Lesbaran Megata Republik
Indonesakn Tahun 1957 Homse 6F Tapbahan Lambacan
Hegars Repubdss Bndonssia Nosor 1283);

Undang-undang Ramor 14 Tahun 1064 tantang
Pambentukan Dasrah Tipgkat 1 Lampung [Lenbaran
Hagara Reapublikx Indonesia Tahun 19764 HRomor 9%,
Tambahan Lambaran Hegara Eepublik Indcnesia NomoT
25883 ;

Undang-undang ¥omec 5 Tabam 1974 tantang PokoK-pokok
Pemerintahsn i Daerak (Lembacan Wegosa Republik
Indcnegia Tahus 1974 Nosor 3%,  Tambahan Lesbaraa
Hagora Republik Indones=ia Momor 3037}

Undarg-undang Homor 12 Tahun 19972 temlasg Sistim
neditaya Tanasan [Lerbaran Wegara Bepublik Indanesla
Takun 19932 Womsr 46, Tambaken Legharan Hegara
Tapubiik Indoneale Mopor 3478);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-
propinsi (Lembaran ¥egara Republik Indonesia Tahun
1951 HNomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 120);

an Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang
han Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di
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apangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Rarst Rakyat

a Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran
legara Republik Indcnesia Tahun 1957 Homor 163,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indnesia Nomor
1490);

aturan Pemerintah MNomcr 22 Tahun 1775 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusaat 4ai
Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1375 Nomor
3¢, Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Nomcr 306C);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1928
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pesmerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcr 84 tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Psraturan Daerah dan  atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu
Pengesahan;

Xeputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:Pw-07.03
Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai DMNegeri
8ipil;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor 03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perkebunan Prapinsi Daerah T ngkat I Lampung;

ujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
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MEMUTUSKAN

PERATURAYN DAERAH PROPINSI DAERAN TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT

nam T
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pazal 1
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Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat
n

rkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi

Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelakaianaan
penebangan pada tanaman kelapa yang tidal  produltif
lagi.

Penebangan adalah pemctongan, pengambilan, pengang-
kutan dan pemanfaatan kayu kelapa.

eremajaan adalah usaha penanaman kzlapa pada lahan
ekas tanaman kelapa yang ditebang atau lckasi lain
n

g memenuhi persyaratan teknis.

Usaha adalah
saha yang melaku-
kayu kelapa.




adan

adalah Badan Usaha Milik Negara/

Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

pada

rang dlkenakan

Y

resmi

an

Retribusi adalah pungut

Lu

untuk melakukan

h

Daer
an kayu kelapa.

penehangar

melakukan

sesecranyg yang

adalah

Pem

Lani
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m.

an tanaman kelapa sebagail modal utamanya.

OBYEK PERIZIRAN

izin.

memiliki

akukan penebangan wajib

al
21

m

ayat

dimaksud

sebagaimana

m

Pasal

kelapa yang
berumur

nkan pada tanaman
yaitu tanaman kelapa

dan

iizi

enebangan hanya d

Fu
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kelapa rusak,

tanaman

atau

keatas

tahun

terserang hama penyakit

pada tanaman Kelapa

tizinka

(2)

yang

Penebangan tidak d

13

etunju

B

maka Kketentuan

umum,

erlakuka
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